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RINGKASAN   

Perceraian dalam permasalahan yang tidak pernah akan selesai. Gorontalo, 

tercatat jumlah perecerain pada tahun 2021 mencapai 2.418 kasus baik talak cerai 

maupun gugat cerai, dimana dalam perceraian tersebut berdampak kepada anak-

anak hasil perikahan. Dimana kewajiban orang tua terhadap anak tersebut tidak 

terpenuhi dengan baik. Sehingga dampak negative terhadap anak-anak sangatlah 

besar bagi tumbuh kembang mereka. Terkait dengan hal tersebut penulis tertarika 

melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Tanggung Jawab 

Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Pereceraian Di Wilayah 

Gorontalo”. Dengan rumusan masalanya membahas mengenai konsep pada poin 

pertam dan implementasi hak dan kewajiban orang tua, pasca perceraian pada 

poin ke-dua. 

Kata Kunci: Anak, Hak dan Kewajiban Orang Tua, Perceraian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 1.1 Latar Belakang  

Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraannya diwajibkan melakukan 

Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sebagaimana amanah dari Undang-Undang No. 

12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Arah kebijakan Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi dalam bidang 

pengabdian dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa.1 

Universitas Negeri Gorontalo sebagai penyelenggara pendidikan di 

Provinsi Gorontalo dalam arah kebijakannya sebagaimana tertuang dalam 

Rencana Induk Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo membuka salah satu 

skim pengabdian yaitu pengabdian kolaboratif dosen-mahasiswa. Kebijakan 

pembukaan skim tersebut dimaksudkan agar mahasiswa memiliki kesempatan 

untuk belajar dalam pelaksanaan pengabdian2. adalah Pengabdian Kolaboratif 

                                                           
1 Term Of Reference (Tor) Pengabdian Kolaboratif Dosen-Mahasiswa Berbasis Road Map Pengabdian 
Fakultas Hukum. 2023 
2 Ibid. 
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Dosen-Mahasiswa Berbasis Roadmap Pengabdian Fakultas, salah satu poinnya 

adalah Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan Kearifan Lokal 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka penliti tertarik melakukan pengabdian berupa penyuluhan tentang 

perlindungan hak anak pasca perceraian, mengingat dalam data yang diambil pada 

situs remsi Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo bahwa pada tahun 2021 jumlah 

perceraian di Provinsi Gorontalo sebesar 2.418 perceraian dimana lebih dari 50% 

kasus tersebut sudah memiliki keturunan dengan jumlah anak berfariatif dari 1 (satu) 

hingga 2 (dua) anak. Dimana anak-anak tersebut nantinya akan memiliki hak yang 

merupakah kewajiban dari kedua orang tua yang meski telah bercerai, namun 

kenyataanya anak-anak tersebut menjadi terlantar bahkan ada yang dititkan kepada 

kakek atau nenek baik dari pihak ayah maupun ibu, ataupun kepada kerabat keluargan 

seperti paman ataupun tante yang bersedia merawat anak-anak yang terdampak dari 

perceraian, bahkan ironisnya ada anak yang diditipkan di panti asuhan.   

                                                           
3 Ibid. 
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Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemeliharaan 

semua hak yang melekat pada anak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak 

menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta 

ataupun pemerintah) baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada hakikatnya 

anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan 

kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya, mengingat 

situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami 

kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.4 Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. 

Disebutkan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 45 ayat 1 yaitu: 

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya” Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu: “Kewajiban orang tua yang dimaksud 

dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban 

mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus”. Dalam UU 

Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang 

diamandemen dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Istilah ini dicantumkan dalam Bab I: 

Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (2), ”Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

                                                           
4 Maidin Gultom, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan”, (Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2012), h. 69 
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kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.5 

Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah 

berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya 

kepada anaknya tidaklah putus. 

Permasalahan ini tentu saja menjadi hal yang sangat mendasar untuk 

diselesaikan sehingga hak dari anak-anak tersebut yang berasal dari kedua orang 

tuanya dan apakah keuda orang tua yang telah melakukan perceraian baik itu talah 

cerai maupun gugat cera mengetahui tentan kewajiban mereka terhadap anak-anak 

mereka tersebut.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengabdi menggagas pengabdian yang 

berjudul “TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN ORANG TUA TERHADAP 

ANAK-ANAK PASCA PERECERAIAN DI WILAYAH GORONTALO” 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya 

perkawinan menurut UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pada 

masyarakat Gorontalo? 

2. Bagaimana implementasi konsep hak dan kewajiban orang tua terhadap anak 

setelah putusnya perkawinan menurut UU No 16 Tahun 2019 Tentang 

Perkawinan, pada masyarakat Gorontalo ? 

                                                           
5 Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Yogyakarta: 

Pustaka Mahardika, 2017), h. 4. 
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1.3 Tujuan Khusus Pengabdian 

1. Pengabdian ini di harapkan menjadi rekomendasi ilmiah dalam konsep hak dan 

kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan menurut UU No 

16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pada masyarakat Gorontalo. 

2. Pengabdian ini diharapkan dapat menjadikan rule model dalam implementasi 

konsep hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan 

menurut UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pada masyarakat 

Gorontalo. 

1.4. Indikator Keberhasilan Program 

 Indikator keberhasilan suatu kegiatan adalah adanya perubahan antara 

sebelum diadakan kegiatan pengabdian masyarakat dan sesudah adanya kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat, maka berkaitan dengan judul ““TANGGUNG 

JAWAB KEPERDATAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK-ANAK PASCA 

PERECERAIAN DI WILAYAH GORONTALO”” maka ditargetkan tercapai 

beberapa hal berikut ini: 

No Tujuan Indikator Keberhasilan 

1 Tercapainya masyarakat yang paham 

hukum 

Masyarakat khususnya petani dapat mengerti 

hukum agar anak-anak yang menjadi korban 

dari perceraian tidak terlantar dan terpenuhi 

hak-haknya  

2 Penyelesain sengketa teradap hak asuh 

anak. 

Dilaksanakanya penyelesain sengketa apabila 

kedua belah pihak baik dari ayah dan ibu yang 

ingin mengasuh anak-anak mereka pasca 

perceraian, dengan melibatkan pihak ke 3, 
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perangkat desa serta pihak-pihak terkait yang 

dapat dilakukan di luar pengadilan (Non 

Litigasi) 

 

1.5. Luaran 

Luaran Wajib adalah Penyuluhan Hukum.  
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BAB II 

METODE PELAKSANAAN 

 

 

2.1  Persiapan dan Pembekalan 

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini, meliputi langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Persiapan, meliputi kegiatan; 

a. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum terkait Program 

Pengabdian. 

b. Menyusun proposal Pengabdian dilanjutkan dengan penginputan secara 

offline/online. 

c. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian. 

2. Pembekalan 

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah: 

1) Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal coaching 

Peserta Pengabdian. 

2) Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta 

Pengabdian. 

3) Kegiatan Pembekalan meliputi: 

a. Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan 

b. Pembekalan Materi Sosialisasi dan Program secara keseluruhan 

c. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksaanaan maupun 

implementasi program 
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d. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan 

Pengabdian Kolaboratif di lapangan.  

3. Pelaksanaan Kegiatan 

a. Pelaksanaan Program Pengabdian berupa penyuluhan hukum  

b. Monitoring Evaluasi. 

c. Penarikan Peserta Pengabdian setelah berakhirnya waktu pelaksanaan di 

lokasi. 

 

2.2 Uraian Program Pengabdian  

Sesuai isi latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, berikut akan 

diuraikan program yang menjadi kegiatan selama pelaksanaan yaitu:   

 

Tabel Program Kerja 

Lingkup Program  Kegiatan 

 

Penyuluhan Hukum 

terhadap hak anak dan 

kewajiban orang tua 

pasca perceraian  

Melakukan pemaparana ke ilmuan hukum 

sekaligus diskusi kepada masyarakat terhadap hak 

dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca 

perceraian  

Penyelesain sengketa 

teradap hak asuh anak. 

Dilaksanakanya penyelesain sengketa apabila 

kedua belah pihak baik dari ayah dan ibu yang 

ingin mengasuh anak-anak mereka pasca 
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perceraian, dengan melibatkan pihak ke 3, 

perangkat desa serta pihak-pihak terkait yang dapat 

dilakukan di luar pengadilan (Non Litigasi) 

 

2.3 Rencana Aksi Program 

Berikut uraian rencana pelaksanaan program Pengabdian yakni: 

1. Pengantaran dan Penerimaan oleh Pemerintah Desa terhadap pengabdian. 

2. Pelaksanaan Kegiatan: 

a. Pertemuan awal bersama aparat/pemerintah desa setempat, sekaligus 

penyampaian rencana kegiatan. 

b. Mensikronkan jadwal pelaksanaan program dengan waktu yang disepakati 

bersama aparat desa dengan peserta dan pembimbing lapangan pengabdian. 

c. Mengadakan Sosialisasi tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap 

anak pasca perceraian.  

Rencana aksi sebagaimana disebutkan di atas, akan diterjemahkan dalam 

bentuk jam kerja yang akan diselesaikan mahasiswa peserta Pengabdian .Adapun jam 

kerja sebagai berikut : 

 

No Nama Pekerjaan Program Volume (JKEM) 

1 Mensikronkan jadwal pelaksanaan 

program dengan waktu yang 

disepakati bersama aparat desa, 

Inventarisasi 

Program 

35 (7 hari) 
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peserta dan pembimbing lapangan 

sekaligus persiapan pelaksanaan 

program. 

2 Pelaksanaan Sosialisasi terkait hak 

dan kewajiban orang tua terhadap 

anak pasca perceraian  

Sosialisasi 5 (1 hari) 

Total Volume Kegiatan 40  
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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Umum 

Secara etimologi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung 

segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa 

Indonesia adalah kewajiban menanggung, memikul 16 jawab, menanggung segala 

sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibat.6 Nilai karakter 

tanggung jawab yang dimaksud peneliti dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah 

yang ada pada anak terhadap orang tua, yaitu sikap atau perilaku anak untuk 

melakukan tugas dan kewajibannya terhadap orang tua yang sudah lanjut usia 

(Lansia) untuk merawat mereka berdasarkan pada ketentuan yang berlaku menurut 

perintah agama. Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, 

namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah 

melahirkan kita yaitu ibu dan bapak, selain yang telah melahirkan kita ke dunia ini, 

ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara 

memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu 

orang tua juga memperkenalkan anaknya ke dalam hal-hal yang terdapat di dunia ini 

dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak, maka 

pengetahuan pertama diterima oleh anak adalah dari orang tuanya karena orang tua 

adalah pusat kehidupan rohani si anak dan sebagai penyebab berkenalnya dengan 

alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari 

                                                           
6 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, h. 492. 
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terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tua atau ibu dan bapak memegang peranan 

yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak.7 

Orang tua adalah sosok yang telah menjaga dengan tulus kasih sayang dan 

mereka mengasuh anaknya hingga dewasa. Apa yang dilakukan orang tua hanyalah 

untuk anak, maka dari pada itu, anak tidak akan pernah sanggup memenuhi hak 

mereka berdua. Sehingga perkara ini akan mendorong anak untuk berbakti.8 Setiap 

fase dalam kehidupan akan terus mengalami perubahan. Saat kita masih anak-anak 

dirawat dan dibesarkan oleh orang tua, seiring berjalannya waktu kita menjadi 

dewasa dan orang tua akan mengalami kemunduran fisik maupun mental. Memiliki 

orang tua yang panjang umur hingga lanjut usia menjadi ladang amal ibadah bagi kita 

untuk berbakti dan membalas budi yang telah mereka berikan saat kita kecil yang 

tergantikan nilainya. Lanjut usia (Lansia) atau lanjut usia merupakan periode penutup 

dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode atau proses alamiah yang mau 

tidak mau harus dialami oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Usia 

seseorang biasanya dipengaruhi oleh perubahan fisik secara normal, ciri-ciri tersebut 

dapat diamati dari perubahan kulit yang mulai mengerut/ mengeriput, rambut mulai 

memutih dan terhentinya proses pertumbuhan organ tubuh9. Istilah lanjut usia 

(Lansia) telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) 

Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Jompo 

                                                           
7 Nurul Aisiyah Fitriani Sartikasar. Tanggung Jawab Anak Terhadap Orangtua Lansia Di Kecamatan 
Bukit Batu Kota Palangka Raya. Skripsi. IAIN Palangkaraya. Hlm. 21. 
8 Ahmad Umar Hasyim dkk, Wahai Keluargaku…, h. 134.  
9 8 Ismail H. Abdullah, “Perbedaan Rasa Aman Antara Usia Lanjut Yang Dibina Di Dalam Sasana Tresna 
Werdha Sinta Rangkang Dengan Usia Lanjut Yang Dibina Dalam Keluarga Kolamadya Palangka Raya 
Kalimantan Tengah”, Skripsi Sarjana, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1994, h 
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Lanjut Usia pada pasal 1 ayat 3 yaitu “Lanjut usia adalah seseorang yang telah 

mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas”.10 Negara kita pun mengatur bahwa 

merawat dan menjaga orang tua lanjut usia (Lansia) diatur dalam PPRI Nomor 43 

Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Jompo Lanjut 

Usia pada Bab II pasal 4 yang berbunyi “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Jompo 

Lanjut Usia dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan 

masyarakat”.  

Peraturan ini menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki 

tanggung jawab penuh atas kesejahteraan orang tua lanjut usia (Lansia) apalagi bagi 

anak kandung tentu memiliki kewajiban untuk merawat dan menjaga mereka. 

Seorang anak, meskipun telah berkeluarga, tetap wajib berbakti kepada kedua orang 

tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seseorang telah berkeluarga. Namun sangat 

disayangkan, betapa banyak orang yang sudah berkeluarga lalu mereka meninggalkan 

kewajiban ini. Mengingat pentingnya masalah berbakti kepada kedua orang tua, maka 

masalah ini perlu dikaji secara khusus. Terkait  dari pembahasan awal pada paragraf  

sebelumya dalam bada pendahuluan ini. Maka pihak Civitas Akademik Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Gorontalo untuk melakukan penyuluhan tentang tanggung 

jawab anak terhadap orang tua lanjut usia (Lansia) di desa Karuyaan Kecamatan 

Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Pemilihan tempat penyuluhan ini 

dikarenakan adanya bentuk kerjaasama yang sudah terjalin antara pihak FH UNG 

dengan peremintah desa Kaaruyaan. Di desa Kaaruyaan yang memiliki orang tua 

                                                           
10 9 PPRI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut 
Usia 
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lanjut usia (Lansia) lebih memilih untuk merawat orang tuanya di rumah, sebagai 

bentuk berbakti kepada orang tua atas jasanya telah merawat serta membesarkannya. 

Kendati demikian masih ada anak yang memilih untuk menitipkan orang tuanya di 

panti jompo khususnya di Panti yang berada di wilayan Kabupayen Boalemo. Dua (2) 

fenomena umum dalam penyuluhan, yaitu anak yang memilih merawat orang tua 

lanjut usia (Lansia) di rumah dan anak yang memilih untuk menitipkan orang tua 

lanjut usia di Panti jompo. Tentu hal ini memiliki alasan dan faktor yang berbeda-

beda, bagi anak yang memilih merawat sendiri di rumah seperti mudah mengontrol 

keadaan orang tua baik segi kesehatan fisik maupun psikis dan bagi yang memilih 

menitipkan orang tua lanjut usia (Lansia) di panti jompo memiliki alasan tersendiri 

seperti ketidakcocokan dengan menantu, sering terjadinya percekcokan antara anak 

dan orang tua lanjut usia (Lansia) serta ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam 

merawat orang tua lanjut usia (Lansia).  

3.2  Metode Pelaksanaan 

Proses pelaksanakan kegiatan penyuluhan ini bersama dengan dengan aparat 

Desa kaaruyaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. kegiatan ini dilakukan 

dengan beberapa tahapan waktu yaitu Penyuluhan Hukum, pembimbingan dan 

pendampingan penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan langsung dengan 

masyarakaat, yaitu. 1. Pelatihan penyelesaianya perkara pemelihaaran  orang yang 

sudah asuk masa lanjut usia (Lansia) oleh anak. 2. Bimbingan berupa pembuatan 

peraturan desa. Serta kegiatan ini dilakukan pada pada bulan Juli sampai dengan Juni 

2023. Dengan metode ini diharapkan mitra dapat lebih banyak terlibat langsung 

dalam menyelasaikan kasus diluar pengadilan. Pendampingan penyelesaian 
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permasalahan tanggung jawab orang tua terhadap anak dilakukan kepada mitra 

meliputi pendampingan proses konsultasi, pendampingan mediasi, dan pendampingan 

penetapan kesepatan dari kedua belah pihak. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 

dari awal adalam pengabdian ini diantaranya adalah Pengumpulan data dengan 

menerapkan beberapa metode yakni (1) Observasi, dengan cara mengamati secara 

langsung permasalahan apa saja yang terjadadi dilingkungan masyarakat terkait 

dengan hukum khususnya tanggung jawab kerdataan orang tua terhadap anak pasca 

pereceraian. (2) diskusi dengan masyarakat desa, sedangkan metode yang ke tiga (3) 

yaitu dengan dokumentasi, yaitu dengan cara mendokumetasikan pihak-pihak yang 

bersengketa sehingg bissa mengganalisa dasar hukum yang bisa diterapkan ataupun 

digunakan dalam penyelesain perkara tersebut secara mediasi.  

Data yang diperoleh melalui beberapa metode tersebut diatas selanjutnya 

dianalisis baik secara deskriptif kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian deskriptif 

umumnya ditujukan untuk menggambarkan kondisi secara detail suatu kejadian atau 

keadaan.11 Pada kasus ini analisis deskriptif akan membahas tentang kondisi mitra 

dan permasalah hukumnya. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk 

menghitung kelayakan proses pendampingan hukum dari mediasi hingga ke tahap 

hukum selanjutnya. Adapun bentuk penyuluhan secara tehnisnya adalah :  

1. melatarbelakangi anak merawat sendiri orang tua lanjut usia di rumah dan 

anak yang menitipkan orang tua lanjut usia di panti jompo  

                                                           
11 Pendampingan dan Analisis Kelayakan Usaha Kerupuk Ikan “Abizar” di Desa 
Pangkahkulon, Mochamad Arif Zainul Fuad, Feni Iranawati, Hartati Kartikaningsih, Riski 
Agung Lestariadi, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE 
LEARNINGVolume 5, Nomor 3, Agustus 2021, Hal. 201. 
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2. faktor anak sehingga menitipkan orang tua lanjut usia di panti jompo 

3. keadaan jompo dan ekonomi anak yang menitipkan orang tua lanjut usia di 

panti jompo 

4. pendapat atau pandangan anak dalam menitipkan orang tua lanjut usia di panti 

jompo 

3.3  Hasil Dan Pembahasan 

Pelaksanan penyuluhan hukum yang membahas tentang hak dan kewajiban 

anak dalam memelihara oran tua saat lanjut usia. Indonesia adalah negara hukum 

dinamika Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam segala urusan dan aktivitas 

kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga kenegaraan, hukum harus dijadikan 

dasar dan/ atau alasan pembenarannya. Sehingga dengan demikian secara formal 

tidak dibenarkan menggunakan dasar pembenaran lain selain dengan hukum. Dalam 

kondisi seperti ini kedudukan hukum sangat strategi untuk dinamika kehidupan 

masyarakat, bahkan untuk eksistensi bangsa dan negara. Oleh karena itu maka hukum 

adalah kebutuhan segenap unsur negara, dan tentunya setiap warga masyarakat harus 

mengetahui dan paham tentang eksistensi hukum yang sangat pundamental ini. Agar 

masyarakat mengetahui dan paham hukum maka pemerintah berkepentingan untuk 

jompoisasi hukum baik secara prepentif maupun secara represif.  Seperti pendapat 

Soerjono Soekanto bahwa: “tujuan utama penyuluhan hukum adalah, agar warga 

masyarakat memahami hukum yang berlaku, sehingga hukum tersebut melembaga 
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dan bahkan menjiwai warga masyarakat bersangkutan.”12 Dengan mengetahui dan 

memahami hukum, selanjutnya baru ditingkatkan untuk dapat menghargai hukum.  

Seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa: “berprosesnya tahap 

memahami hukum menjadi menghargai hukum adalah bila dalam proses memahami 

tersebut warga masyarakat menghayati tentang adanya manfaat hukum bagi 

kehidupan bersama di dalam masyarakat bersangkutan, dan hal ini bila warga 

masyarakat tersebut mengetahui tujuan dan tugas hukum yang sesungguhnya 

diperlukan bagi kepentingan umum”13 

1. menyusun rencana dan materi penyuluhan hukum. 

 

Capt; Ayahanda 

Kaaruyan Ketika 

Membuka Penyuluhan 

hukum 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Soerjono Soekanto., 1986: “Beberapa Cara dan Mekanisme Dalam Penyuluhan Hukum”, Pradnya 
Paramita, Jakarta, hlm.5 
13 Soeryono Soekanto., Ibid. hlm. 13 
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2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti 

pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, media massa, 

dan lain-lain, untuk mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum.  

3. Melaksanakan penyuluhan hukum secara langsung kepada masyarakat 

sasaran, dengan memberikan informasi, penjelasan, dan pemahaman 

mengenai hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka sebagai 

warga negara. 

 

Capt: Pelaksanaan 

Penyuuluhan 

hukum  

 

 

 

4. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap hasil penyuluhan hukum, 

dengan mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat 

terhadap hukum setelah mendapatkan penyuluhan hukum. 

Adapun Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang tua Lanjut usia (Lansia) Di 

Desa Kaaruyaan Kecamatan Mangganguu Kabupaten Gorontalo.  Dari hasil 

diskusi pada saat penyuluhan hukum didapati sejumlah permasalahan khususnya 

pada poin pertama.  Tentang alasan mereka menitipkan orang tua mereka yang 

sudah Lanjut usia (Lansia) di Sejumlah panti Jompo yakni :  
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1. Faktor penyebab memilih untuk menitip orang tua di panti jompo ini, oleh R. 

C. Lasut. Mengatakan. Bahwa Alasan di titipkanya ayah kami (Opa) karena 

memang permintaan beliau ingin beraktifitas, lagi pula kami sangat jarang di 

rumah, sehingga kami harus menitipkan di panti jompo jompo ini agar 

mendapat pengawasan dan memberikan aktifitas bagi beliau”. Menurut 

pendapat dari oleh R. C. Lasut alasan atau faktor menitip orang tua di panti 

jompo adalah permintaan beliau yang ingin beraktifitas, terlebih bapak oleh R. 

C. Lasut yang akatifitasnya adalah berkebu, sangat jarang dirumah dan tidak 

ada sanak tetangga yang bisa memperhatikan keadaan beliau, dengan menitip 

beliau di Panti Jompo ini dengan harapan orang tua bisa mendapatkan teman 

sebaya mereka dan membuat suananya senang. Terkait pandangan anak dalam 

menitip orang tua di rumah ini mengatakan bahwa 

 

Capti; Sesi Dikusi antara R. C. 

Lasut masyarakat desa Kaaruyan 

dengan Sejumlah dosen FH UNG 

yang akan melakukan 

penyuluhan tentang tanggung 

jawab anak terhadap orang tua 

lanjut usia (Lansia).  
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2. Viktor Lumintang. Salah satu masyarakat di Desa Kaaruyaan mengatakan 

Terkait dengan alasan untuk memilih menitip orang tua di panti jompo, 

bahwa: “menitip ke panti ini memang kemauannya yang pengen mandiri tidak 

mau merepotkan keluarga, dan terkadang juga susah diatur dan kurang 

harmonis dengan keluarga karena beliau tidak seperti normal, tidak bisa mau 

jalan atau melakukan aktifitas normal, disuruh untuk istirahat kadang marah, 

sebab itu dari pada terlanjur membentak orang tua saya titipkan saja”. 

Mengenai menitip orang tua lanjut usia (Lansia) di panti jompo ini 

menyebutkan alasan bahwa keadaan orang tua yang tidak ingin merepotkan 

anak-anak dan cucunya, kondisi lingkungan keluarga yang kurang harmonis, 

dan orang tua yang sangat susah diatur menjadi faktor untuk menitip orang tua 

di panti jompo. Terkait pandangan tentang merawat orang tua di rumah atau 

menitip di panti jompo, mengatakan bahwa : “jika mengasuh orang tua di 

rumah memang lebih baik tapi terkadang kami khawatir terjadi hal yang tidak 

baik, kadang saya juga manusia bisa khilaf bisa terjadi kurang harmonis, 

apalagi orang tua saya keras susah di atur itu yang membuat saya khawatir. 

Khawatir dalam artian menjadi dosa, mungkin itu yang saya lakukan”. 

Menurutnya, mengakui bahwa merawat orang tua lebih baik di rumah, namun 

keadaan yang kurang mendukung seperti keadaan orang tua susah untuk 

diatur yang menuntut untuk anak bersabar dan ketakutan. Harus memilih 

untuk menurut kemauan orang tua yaitu tidak ingin merepotkan keluarga. 

Terkait dengan jadwal kunjungan  
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3. Terkait dengan alasan untuk memilih menitip orang tua di panti jompo ini 

yang ditanyakan oleh Rivaldo. Y. “memilih menitip nenek (oma) ini oleh 

kami sering sibuk jarang di rumah, kadang bisa kami di luar kota bisa lama 

tidak ada yang mengurus nenek, sebab itu kami menitip nenek di panti ini, 

supaya ada yang merawat dan menjaga nenek, itu pun tambinya yang minta”. 

Menurut keterangan yang diberikan oleh Rivaldo. Y mengenai menitip orang 

tua di panti jompo ini menyebutkan alasan bahwa keadaan kesibukan di 

rumah bahkan orang tua bisa terlantar oleh mereka sebab itu Marsie memilih 

menitip orang tuanya agar bisa di rawat di panti tersebut, selain pula menitip 

di panti jompo merupakan kemauan orang tuanya. Terkait pandangan ini 

tentang merawat orang tua di rumah atau menitip di panti jompo, mengatakan 

bahwa : “seandainya bisa merawat di rumah mungkin kami memilih untuk 

merawat tambi disini saja, akan tetapi tuntutan pekerjaan dinas kami yang 

sering ke luar kota dan bahkan jarang melihat keadaan beliau, maka tidak 

memungkinkan bagi kami untuk merawatnya di rumah”. Menurut beliau, 

mengakui bahwa merawat orang tua lebih baik di rumah, namun keadaan 

yang kurang mendukung seperti kesibukan mereka yang sering keluar kota 

membuat orang tua terlantar sebab itu memilih untuk menitip di Panti jompo. 

4. Dari 3 pengakuan masyarakat di desa kaaruyaan tersebt mengungkapkan 

bahwa ada beberapa permasalahan mendasar yang menyebabkan adanya 

perpindahan pengawasan  

a. orang tua yang suda lanjut usia dari keluarganya ke pihak pantu asuhan 

diantaranya:  
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- Perkerjaan. Salah satu penyebab anak memilih untuk menitip orang 

tua di panti jompo yaitu pekerjaan. Pekerjaan atau rutinitas yang tinggi 

menjadi faktor utama, hal ini bisa berdampak pada menelantarkan 

orang tua di rumah. Pada satu kasus dalam penelitian ini rata-rata 

orang menitip orang tua disebabkan karena status pekerjaan anak yang 

jauh dari rumah dan orang tua. 

- Kendala dalam komunikasi antara keluarga dan orang tua 

Ketidakharmonisan antara anak dengan orang tua atau menantu 

dengan orang tua juga menjadi penyebab salah satu kendala dalam 

komunikasi orang tua, dalam kehidupan tentu semua manusia 

memiliki problem yang berbeda-beda selain itu pula tingkah laku 

orang tua yang ingin mandiri terkadang menjadi beban bagi anak 

seperti orang tua yang bersikukuh untuk bekerja padahal kondisi fisik 

yang sudah tidak memungkinkan menyulitkan anak untuk mengatur 

dan membujuk. orang tua untuk hal ini. dan berbagai kendala yang 

dihadapi ini mengharuskan anak untuk selalu bersabar agar 

terhindarnya hal-hal yang menjadikan anak berdosa. Menghadapi 

tingkah laku orang tua anak harus mampu bersabar mengatasi 

permasalahan ini, sehingga terhindar dari sikap anak yang menyakiti 

hati orang tua. Sebagian anak memilih untuk menitip orang tua di 

Panti Jompo agar keharmonisan rumah tangga terjaga dan terhindar 

hal-hal yang menjadi sebab dosa anak kepada orang tua.  
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- Permintaan dari orang tua Salah satu penyebab di titip di panti jompo 

ini juga merupakan permintaan orang tua agar bisa berkomunikasi 

dengan teman seumuran dan mencari aktifitas-aktifitas baru agar di 

sisa hidupnya bisa merasakan kebahagiaan. 

b. orang tua yang lanjut usia namun tetap dipelihara, oleh anakna di rumah  

Begitu juga sebaliknya adanya anak yang tetap menjaga orang tuanya 

yang sudah lanjut usia di rumah yakni ini: 

- Menjaga komunikasi dengan orang tua. Salah satu penyebab orang tua 

di rawat di rumah adalah komunikasi yang baik, momen-momen usia 

senja orang tua dimanfaatkan anak untuk benar-benar bisa saling 

mendengarkan saling sapa dan bernostalgia di masa kecil. 

- Mudah mengontrol keadaan fisik orang tua Keadaan fisik orang tua 

sangatlah rentan, gaya hidup dan pola makan sangat berpengaruh pada 

kesehatan orang tua, dengan merawat orang tua di rumah anak bisa 

melihat situasi dan keadaan fisik yang dialami orang tua. 

- Menjaga amanah Ditinggal pasangan orang tua sering menjadi 

penyebab anak merawat orang tua di rumah, ketika anak seluruhnya 

beranjak dewasa tentu mereka masing-masing memiliki tanggung 

jawab berbeda-beda juga. Setelah salah satu pasangan orang tua 

meninggal kondisi batin dan fisik orang tua perlu diperhatikan 

kembali. 
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A. Pada poin ke-2 (Dua) tentang Dasar hukum terkait hak dan kewajiban orang tua  

yang suda lanjut usia (Lansia) untuk dirawat oleh anaknya dapat dibedakan dalam 

beberapa bagian hukum yakni . 

Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum di desa kaaruyan ini, para penyuluh 

menegasakan bahwa dalam pelaskanaan undang Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia khusunsya 

pada Bab III, Pasal 5 (1)Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2)Sebagai penghormatan dan 

penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan 

jompo yang meliputi:  

a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual. 

b. pelayanan kesehatan. 

c. pelayanan kesempatan kerja. 

d. pelayanan pendidikan dan pelatihan. 

e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas. 

f. Sarana. 

g. prasarana umum. 

h. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum. 

i. perlindungan jompo. 

j. bantuan jompo. 

(3)Bagi lanjut usia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "c", huruf "d", dan huruf "h". (4)Bagi lanjut 
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usia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

kecuali huruf "g". 

Pasal 6. (1)Lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2)Selain kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, lanjut usia juga 

berkewajiban untuk:   

a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan 

pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarganya dalam 

rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya. 

b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi 

penerus. 

c. memberikan keteladanan dalam rangka aspek kehidupan kepada generasi 

penerus.14 

Pada kenyaataanya pelaksanan Undang-undang No 13 Tahun 1998 Tentang 

Kesejaheteraan Lanjut Usia. Di Desa Kaaruyaan Kecamatan Mananggu Kabupaten 

belum terlakansa dengan baik dimana hal ini dilhat dari pelaksaan penyuluhan di 

kantor Desa Kaaruyan antusian masyarakat untuk mendegerakan serta sering 

diskusi.   

  

                                                           
14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan 

Lanjut Usia 
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Capti : Antusias Masyarakat Mendengarkan  

     Penyuluhan Hukum.  
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BAB IV  

PENUTUP 

 

4.1  Kesimpulan 

1. Anak memilih untuk menitipkan orang tua lanjut usia di Panti jompo yaitu 

dikarenakan a) pekerjaan, b) kendala dalam komunikasi antara keluarga dan 

orang tua dan c) atas kemauan orang tua. Sedangkan latar belakang anak 

memilih merawat di rumah yaitu a) memudahkan komunikasi terhadap orang 

tua, b) mudah mengontrol kesehatan fisik, c) menjamin kebutuhan dan 

keperluan orang tua sehari-hari dan d) mewujudkan rasa cinta dan kasih 

sayang orang tua.  

2. Undang-undang No 13 Tahun 1998 menegaskan bahwa hak dan kewajiban 

orang tua yang sudah lanjut usia  adalah untuk tetap mendapatkan perhatian 

dan kasih sayang dari keluarganya. Selain itu Pandangan hukum Islam 

terhadap tanggung jawab anak terhadap orang tua lanjut usia (Lansia) yaitu 

baik yang merawat di rumah maupun yang menitipkan di Panti jompo yaitu 

sangat dianjurkan untuk merawat sendiri orang tua dirumah dibandikan 

menitipkan di Panti jompo mengingat jasa-jasa, upaya dan kasih sayang serta 

dukungan yang mereka berikan dalam merawat dan membesarkan hingga 

sampai saat ini. Namun jika anak menitipkan orang tuanya di Panti Jompo 

hendaknya demi kebaikan orang tuanya dan dikarenakan keadaan serta situasi 

yang mendesak dan diharapkan keputusan untuk menitipkan tersebut 

dirundingkan terlebih dahulu antara anak dan orang tuanya. Untuk anak yang 
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merawat orang tua lanjut usia (Lansia) dalam 85 melayani seyogyanya 

menjaga dengan memperhatikan tutur kata yang baik, pelakukan yang lembut 

dan hati yang selalu berdoa kepada orang tua, begitu pula bagi anak yang 

menitipkan orang tua lanjut usia (Lansia) di Panti Jompo agar selalu taat 

kepada orang tua dari tutur kata yang lembut, selalu rutin mengunjungi orang 

tua, memberikan perhatian lebih selalu berkomunikasi, selalu berusaha agar 

orang tua bahagia dan hati yang selalu mendoakan orang tua agar bahagia di 

dunia dan di akhirat.  

4.2  Saran 

Dari hasil penyuluhan ini. Bagi anak agar selalu sabar dan taat dalam merawat 

orang tua baik di rumah maupun menitipkan di Panti Jompo dan berusaha selalu 

bersikap tabah atas menghadapi segala cobaan dalam merawat orang tua baik dalam 

keadaan sehat atau sakit, keadaan normal ataupun sudah pikun. baik dari segi 

perkataan yang diucapkan, perbuatan yang kita lakukan dan hati yang selalu 

mendoakan orang tua untuk kebaikan di dunia dan akhirat. 
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B. Riwayat Pendidikan 

 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas Muslim 

Indonesia 

Universitas Muslim 

Indonesia 

- 

Bidang Ilmu Ilmu Hukum Ilmu Hukum  

Tahun Lulus 2007 2009  

Judul  

Skripsi/Tesis/Disertasi 

Analisis Hukum Islam 

Terhadap Penerapan 

Sistem Bagi Hasil di 

Bank Muamalat 

(Studi Kasus Pada 

Bank Muamalat 

Provinsi Gorontalo) 

Penerapan Sistem Bagi 

Hasil Berdasarkan 

Hukum Islam Pada Bank 

Muamalat (Studi Kasus 

Pada Bank Muamalat 

Provinsi Gorontalo) 

 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

H. Hasbi Ali, SH., MS Prof. Dr. H. Muh Syarief 

Nuh. SH., MH 

 

 

C. Pengalaman Penelitian  Dalam 10 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, 

Maupun Disertasi) 

NO Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jml ( Juta Rp) 

1. 2012 Status Hukum Penguasaan 

Tanah Bantaran Danau 

Limboto Di Provinsi Gorontalo  

PNBP 10 Juta 

2. 2012 Izin Poligami Bagi Pns Dan 

Akibat Hukumnya Ditinjau 

Dari Uu No.1 Thn 1974, PP 

No. 10 Thn 1983 Jo. PP No.45 

Thn 1990 (Studi Kasus Di 

Pengadilan Agama Gorontalo)  

PNBP 10 Juta 

http://repository.ung.ac.id/riset/show/1/190/status-hukum-penguasaan-tanah-bantaran-danau-limboto-di-provinsi-gorontalo.html
http://repository.ung.ac.id/riset/show/1/190/status-hukum-penguasaan-tanah-bantaran-danau-limboto-di-provinsi-gorontalo.html
http://repository.ung.ac.id/riset/show/1/190/status-hukum-penguasaan-tanah-bantaran-danau-limboto-di-provinsi-gorontalo.html
http://repository.ung.ac.id/riset/show/1/209/izin-poligami-bagi-pns-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari-uu-no1-thn-1974-pp-no-10-thn-1983-jo-pp-no45-thn-1990-studi-kasus-di-pengadilan-agama-gorontalo.html
http://repository.ung.ac.id/riset/show/1/209/izin-poligami-bagi-pns-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari-uu-no1-thn-1974-pp-no-10-thn-1983-jo-pp-no45-thn-1990-studi-kasus-di-pengadilan-agama-gorontalo.html
http://repository.ung.ac.id/riset/show/1/209/izin-poligami-bagi-pns-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari-uu-no1-thn-1974-pp-no-10-thn-1983-jo-pp-no45-thn-1990-studi-kasus-di-pengadilan-agama-gorontalo.html
http://repository.ung.ac.id/riset/show/1/209/izin-poligami-bagi-pns-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari-uu-no1-thn-1974-pp-no-10-thn-1983-jo-pp-no45-thn-1990-studi-kasus-di-pengadilan-agama-gorontalo.html
http://repository.ung.ac.id/riset/show/1/209/izin-poligami-bagi-pns-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari-uu-no1-thn-1974-pp-no-10-thn-1983-jo-pp-no45-thn-1990-studi-kasus-di-pengadilan-agama-gorontalo.html
http://repository.ung.ac.id/riset/show/1/209/izin-poligami-bagi-pns-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari-uu-no1-thn-1974-pp-no-10-thn-1983-jo-pp-no45-thn-1990-studi-kasus-di-pengadilan-agama-gorontalo.html
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3. 2013 Perlindungan Hukum Terhadap 

Hak Dan Kewajiban Konsumen 

Di Provins Gorontalo 

PNBP 10 Juta 

4. 2014 Eksistensi Pengadilan 

Hubungan Industrial Dalam 

Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial Di 

Gorontalo  

PNBP 10 Juta 

5. 2016 Analisis Hukum Jual Beli 

Tanah Oleh Masyarakat 

Gorontalo Dengan 

Menggunakanan Penerapan 

Asas Pemisahan Horizontal 

(Horizontale In Scheiding) 

PNBP 10 Juta 

6. 2017 Kontra Persepsi Pasal 6 Peraturan 

Pemerintah No. 48 Tahun 2014  

Mengenai Pelaksanaan Akad 

Nikah Di KUA Dengan Sistem 

Perkawinan Menurut Hukum Adat 

Gorontalo  

PNBP 10 Juta 

7. 2018 Kedudukan Anak Sebagai Ahli 

Waris Dalam Perkawinan Siri 

(Putusan Mahkamah Konstitusi 

No. 46/PUU-VIII/2010) 

PNBP 20 Juta 

8. 2019 Tinjauan Yuridis Tentang 

Kohabitasi Menurut Hukum Adat 

Gorontalo  

PNBP 10 Juta 

9. 2020 Penetapan Pembagian Warisan 

Menurut Hukum Adat Gorontalo 

Dengan Menggunakan Pendekatan 

PNBP FH 12,5 Juta 

http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/249/perlindungan-hukum-terhadap-hak-dan-kewajiban-konsumen-di-provins-gorontalo.html
http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/249/perlindungan-hukum-terhadap-hak-dan-kewajiban-konsumen-di-provins-gorontalo.html
http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/249/perlindungan-hukum-terhadap-hak-dan-kewajiban-konsumen-di-provins-gorontalo.html
http://repository.ung.ac.id/riset/show/2/496/eksistensi-pengadilan-hubungan-industrial-dalam-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-di-gorontalo.html
http://repository.ung.ac.id/riset/show/2/496/eksistensi-pengadilan-hubungan-industrial-dalam-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-di-gorontalo.html
http://repository.ung.ac.id/riset/show/2/496/eksistensi-pengadilan-hubungan-industrial-dalam-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-di-gorontalo.html
http://repository.ung.ac.id/riset/show/2/496/eksistensi-pengadilan-hubungan-industrial-dalam-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-di-gorontalo.html
http://repository.ung.ac.id/riset/show/2/496/eksistensi-pengadilan-hubungan-industrial-dalam-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-di-gorontalo.html
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Sosial Yuridis 

10 2021 Eksistensi Perlindungan Hukum 

Terhadap Hutan Mangrove 

Dengan Menggunakan Pendekatan 

Alternative Dispute Resolution 

(ADR) 

 

PNBP FH 25 Juta 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 10 Tahun Terakhir 

 

No Tahun 
Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber 
Jml ( Juta 

Rp) 

1. 2011 Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Pelestarian Danau Di Desa Iluta 

Kecamatan Batudaa, Kabupaten 

Gorontalo 

PNBP 10  

2. 2012 Perkawinan Dibawah Umur 

Perkawinan Di Bawah Umur 

Ditinjau Dari Uu Perkawinan dan 

Uu Perlindungan Anak (Penyuluhan 

38Oknum Bagi Masyarakat Desa 

Batu Layar Kec. Bongomeme) 

PNBP 10  

3 2014 Meningkatkan Pengetahuan Hukum 

Masyarakat Dalam Menyelesaikan 

Sengketa Pertanahan Berdasarkan 

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 

Tentang Pokok Agraria Di Desa 

Timbuolo Tengah  Kecamatan 

Botupingge Kabupaten 

Bonebolango 

PNBP 10 
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4 2018 Optimalisasi Tugas Karang Taruna 

Sebagai Pelopor Gerakan Tanggap 

Bencana Dalam Mencegah Dan 

Meminimalisir Dampak Banjir Di Desa 

Dulomo Dan Desa Suka Makmur 

Kecamatan Patilanggio Kabupaten 

Pohuwato 

PNBP 25 Juta 

5 2019 Pembentukan Lembaga Mediator 

Sekaligus Penyusunan Produk Hukum 

Desa Terkait Sistem Pembagian Harta 

Warisan (Desa Dunu Kecamatan 

Monano Kabupaten Gorontalo Utara) 

PNBP 25 Juta 

 

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 

 

NO Judul Artikel Nama Jurnal 
Volume/Nom

or/Tahun 

1. Pengangkatan anak melalui peradilan Negeri 

dan Perdailan Agama 

Jurnal Legalitas 3 / 2 / 2010 

2. Kebijaksanaan Lingkungan Hidup di 

Provinsi Gorontalo Berdasarkan UU No 32 

Tahun 2009 Tentang PPLH 

Jurnal Hukum Legalitas 5 / 1 / 2012 

3.  Izin Poligami bagi PNS dan Akibat 

Hukumnya Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 

1974, PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No.45 

Tahun 1990 (Studi Kasus di Pengadilan 

Agama Gorontalo)  

Islam dan Realitas 

Sosial 

6 / 2 / 2013 

4. Sistem Peradilan Adat Dan Pengaruhnya 

Terhadap Masyarakat Di Kabupaten 

Bolaangmongondow 

Jurnal Legalitas 6 / 1 / 2013 

http://repository.ung.ac.id/riset/show/1/209/izin-poligami-bagi-pns-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari-uu-no1-thn-1974-pp-no-10-thn-1983-jo-pp-no45-thn-1990-studi-kasus-di-pengadilan-agama-gorontalo.html
http://repository.ung.ac.id/riset/show/1/209/izin-poligami-bagi-pns-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari-uu-no1-thn-1974-pp-no-10-thn-1983-jo-pp-no45-thn-1990-studi-kasus-di-pengadilan-agama-gorontalo.html
http://repository.ung.ac.id/riset/show/1/209/izin-poligami-bagi-pns-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari-uu-no1-thn-1974-pp-no-10-thn-1983-jo-pp-no45-thn-1990-studi-kasus-di-pengadilan-agama-gorontalo.html
http://repository.ung.ac.id/riset/show/1/209/izin-poligami-bagi-pns-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari-uu-no1-thn-1974-pp-no-10-thn-1983-jo-pp-no45-thn-1990-studi-kasus-di-pengadilan-agama-gorontalo.html
http://repository.ung.ac.id/riset/show/1/209/izin-poligami-bagi-pns-dan-akibat-hukumnya-ditinjau-dari-uu-no1-thn-1974-pp-no-10-thn-1983-jo-pp-no45-thn-1990-studi-kasus-di-pengadilan-agama-gorontalo.html
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5. Analisis Penggunaan Tanah Bantaran  

Danau Limboto Sebagai Ladang Pertanian 

Oleh Masyarakat 

Jurnal Legalitas 6 / 2 / 2013 

6. Analisis UU No.1 tahun 1974 tentang 

perkawinan dan uu no. 23 tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak  Terkait 

Perkawinan Dibawah Umur  (Studi Pada 

Masyarakat Batu Layar Provinsi Gorontalo 

Jurnal Hukum Islam 15 / 1 / 2015 

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation ) Dalam 5 Tahun 

Terakhir 

 

No Nama Pertemuan 

Ilmiah / Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 

Tempat 

1. - - - 

 

G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir 

 

No Judul Buku Tahun 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

1. - - - - 

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainya 

dalam 5 Tahun Terakhir 

 

No 

Judul/Tema/Jenis Rekayasa 

Sosial Lainya Yang Telah di 

Terapkan 

Tahun 
Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

1. Peraturan Daerah Tentang 

Kerjasama Daerah 

2014 Kabupaten 

Boalemo  

Baik 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  

 

 

Gorontalo,   Juli 2023 

Ketua Tim, 

 

 

 

Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH 

NIP. 19850827 200912100 
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Lampiran 1b. Biodata Anggota Tim  

Data Pribadi / Personal Details 

 

Nama / Name : Zainal Abdul Aziz Hadju 

Alamat / Address : Jl Rajawali. 

Kelurahan 

Heledulaa Selatan, 

Kecamatan Kota 

Timur, Kota 

Gorontalo 

Kode pos / Postal Code 96114 

Nomor Telepon / Phone Number 082292352854 

Email : zainal.hadju2103@gmail.com 

Jenis Kelamin / Gender : Laki-laki  

Tanggal Kelahiran / Date of Birth : 21-03-1995  

Status : Belum Menikah 

Warga Negara / Nationality : Indonesia 

Agama / Religion : Islam 

Pekerjaan/ Profession : Dosen/DLB 

 

Jenjang Studi 

 

No Tahun Masuk Tahun Lulus Pendidikan 

1. 2013 2017 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 

2. 2018 2021 Program Magister Ilmu Hukum Universitas 

Padjadjaran 

 
Karya Tulis Ilmiah Dipublikasikan 

 

1. “Anotasi Spirit Unable dan Unwilling Terhadap Kejaharan Perang Israel Palestina”, 

Jambura Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2019. 

2. “Analisis UNCLOS 1982 Terkait Permasalahan Yurisdiksi Negara dan Penegakan 

Hukum Atas Kapal Berbendera Negara Asing”, Jurnal SASI, Volume 27, Nomor 1, 

2020. 

mailto:zainal.hadju2103@gmail.com
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